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ABSTRAK 
 
Desa sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki kekayaan atau aset desa 
yang pengelolaannya harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf 
hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.Salah satu aset desa 
yang dapat dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa adalah tannah kas desa. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan prosedur perjanjian 
sewa tanah kas desa di Desa Jatibarang Kidul. (2) Untuk mendeskripsikan tanggung 
jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Jatibarang Kidul. 
Jenis penelitian adalah penelitian studi kepustakaan (library research), 
pendekatan yang digunakan normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi 
kepustakaan dan dianalisis dengan data primer dan data sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian sewa menyewa tanah 
kas desa yang dilakukan oleh perangkat desa Jatibarang Kidul yaitu dengan cara 
tidak tertulis (lisan), cara ini telah dilakukan sejak dulu karna masyarakat desa 
setempat dan perangkat desa. Pembayaran sewa dengan tahap 1x lunas dan bisa 
tahap 2x selama perjanjian. Hasil dari sewa menyewa tersebut untuk dana 
operasional desa dan pembangunan desa. Apabila terjadi wanprestasi dalam 
perjanjian tersbut, kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara litigasi atau 
musyawarah keluarga. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci : perjanjian, sewa menyewa, tanah kas desa. 
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ABSTRACT 
 
The village as a community unit has the assets or assets of the village 
whose management must be carried out to improve the welfare and standard of 
living of the village community and increase village income.  One of the village 
assets that can be controlled and managed by the Village Government is the village 
treasury tannah. 
This study aims: (1) To describe the procedures for the village cash land 
lease agreement in Jatibarang Kidul Village. (2) To describe the legal responsibility 
if one party defaults on the implementation of a village cash land lease agreement 
in Jatibarang Kidul Village. 
This type of research is literature study research, the approach which is 
used normative, data collection techniques through literature study and analyzed 
with primary and secondary data.  
The results of this study indicate that the village land treasury rental 
agreement made by the village apparatus of Jatibarang Kidul is by way of unwritten 
(oral), this method has been done since long ago the local village community and 
village officials.  Payment of the lease with a 1x stage is paid in full and can be 
stage 2x during the agreement.  The proceeds from the lease are for village 
operational funds and village development.  If there is a default in the agreement, 
both parties resolve it by means of family litigation or deliberation. 
Based on the results of this study, it is expected to become material 
information and input for students, academics.  practitioners, and all those who need 
it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: agreement, rent, village treasury land. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan 
status berbeda, desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat 
sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan 
pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari 
pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan 
hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah 
kabupaten / kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah 
dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarkat hukum (adat) yang 
berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal 
usulnya.1 
Tanah kas desa atau tanah bengkok merupakan salah satu kekayaan desa 
yang perlu untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 
desa.Bagi orang Indonesia, tanah adalah masalah yang paling pokok dari 
banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan kepengadilan yaitu 
berkisar sengketa mengenai tanah. Asas nasionalisme yang dianut Indonesia 
terhadap tanahnya telah tercermin dalam UUPA. 
 
1Hanif  Nurcholis, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Jakarta: 
Erlangga, 2011, hlm. 1. 
  
 
 
Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian 
sewa menyewa menjelaskan bahwa “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian 
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dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak 
yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan 
pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya”. 
Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli perjanjian lain pada 
umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual artinya ia sudah sah dan mengikat 
pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan 
harga. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati 
oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini membayar 
harga sewa.Jadi barang itu diserahkan untuk tidak dimiliki, tetapi hanya untuk 
dipakai, dinikmati kegunannya. 
Agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat 
berjalan tertib, berdayaguna dan berhasil guna.Menurut Gunawan Winardi 
unsur-unsur yang menjadi ciri tanah kas desa bengkok meliputi: 
1. Tanah yang dimiliki oleh desa sebagai satuan masyarakat.  
2. Tanah tersebut digarap oleh Perangkat Desa / Kepala Desa / Lurah. 
3. Hasil garapan dari tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepala / 
Perangkat Desa. 
4. Pengelolaan Tanah dikembalikan kepada desa setelah masa jabatan Kepala / 
Perangkat Desa habis.2 
Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah kas desa tersebut telah diatur dalam 
Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 
 
2Gunawan Winardi, Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria,  Jakarta: Gramedia, 
2008, hlm. 20. 
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2014, yaitu PP No. 43 tahun 2014, kemudian direvisi dan dikeluarkan Peraturan 
Pemerintah baru sebagai perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 
2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
desa. Dalam PP No. 47 Tahun 2015 dilakukan perubahan terhadap Pasal 100 
tentang belanja desa yang menambahkan aturan baru tentang status tanah 
bengkok di ayat (3), yaitu hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan 
tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan 
tunjangan kepala Desa. 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan “bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.Berdasarkan pasal 
tersebut, seluruh kekayaan alam baik dipermukaan bumi maupun didalam bumi, 
termasuk tanah penguasaannya ada pada Negara. Dikuasai bukan berarti dimiliki 
oleh Negara, melainkan Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggidari 
seluruh rakyat Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan 
menyelenggarakan persediaan, peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan 
bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat.3 
Ruang Lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup 
sumber daya agrarian / sumber daya alam menurut ketetapan MPR RI No. 
IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya 
 
3Herlien Budionno, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 229. 
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Alam. Ruang Lingkup agrarian / sumber daya agrarian / sumber daya alam dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bumi 
Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, 
termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. 
b. Air 
Pengertian air menurut Pasal 1 ayat (5) UUPA adalah air yang berada di 
perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah indonesia. Dalam 
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, 
disebutkan bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan/atau 
berasal dari sumber sumber air, baik yang terdapat diatas maupun di bawah 
permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.  
c. Ruang Angkasa 
Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat (6) UUPA adalah ruang di 
atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah 
Indonesia.Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas 
bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat di 
gunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan 
bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain 
yang bersangkutan dengan itu. 
 
 
d. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
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Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-
unsur kimia, mineral-mineral, biji-bijian, dan segala macam batuan, termasuk 
batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam (Undang-
Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan- ketentuan pokok 
pertambangan). 
Hukum adat memandang hubungan antara masyarakat hukum dengan 
tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dalam hubungan yang sangat 
erat sekali.Hubungan ini bersumber pada pandangan yang bersifat religi-magis, 
yang menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah 
tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang 
hidup diatas tanah itu, berburu binatang yang hidup di situ.Hak masyarakat 
hukum atas tanah ini disebut dengan hak ulayat. Terkait dengan hak kepala 
persekutuan atau kepala desa lain terhadap tanah, maka mereka mempunyai hak 
atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara 
keluarganya (tanah bemgkok). Ia mempunyai hak atas penghasilan tanah itu 
karena jabatannya. Hak ini disebut hak seorang pejabat atas sebidang tanah, 
pemerintah colonial menyebutkan sebagai ambtelijk profijrecht.Hak ini dimilik 
oleh pejabat ketika masih aktif menjabat maupun setelah pension dari jabatannya 
atau selama hidupnya.Tanah/sawah jabatan seperti tanah bengkok atau sawah 
kalunggguhan juga dapat dijumpai berbagaidaerah dengan istilah yang berbeda, 
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seperti sabana bolak (Batak), galungarajang (Sulawesi Selatan), dusun dati raja 
(Ambon), dan bukti (Bali).4 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 
“PERJANJIAN SEWA TANAH KAS DESA JATIBARANG KIDUL 
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 
TAHUN 2014 TENTANG DESA” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur perjanjian sewa tanah kas desa di Desa Jatibarang Kidul 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan 
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di 
Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini 
adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan prosedur sewa tanah kas desa di Desa Jatibarang 
Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
 
4Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, 
hlm.111 
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2. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak 
melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi atau melakukan perbuatan 
melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa 
di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
D. Manfaat Penelitian 
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan 
dibidang hukum khususnya hukum perdata dan sekaligus pembanding antara 
teori yang diterima dibangku kuliah dan praktik yang terjadi di lapangan 
khususnya tentang perjanjian sewa menyewa tanah kas desa milik Desa 
Jatibarang Kidul. 
2. Manfaat Praktis 
Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan 
tentang bagaimana sewa menyewa tanah kas desa di Desa Jatibarang Kidul 
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan pada 
kenyataan di lapangan. 
Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat dalam sistem pengelolaan tanah kas desa sesuai peraturan 
yang berlaku, sehingga masyarakat juga diharapkan mampu memahami 
peraturan ini dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman antara 
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masyarakat dengan pemerintah desa, khususnya masyarakat Desa Jatibarang 
Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. 
Bagi Pemerintahan Desa, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat 
untuk dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi Perangkat Desa / Pemerintah 
Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes untuk dapat 
memanfaatkan tanah kas desa agar lebih bernilai guna. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis dan sistematis atas penelitian 
yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, yang secara tematis ada kesesuaian 
atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari tinjauan 
pustaka adalah untuk menghindari plagiasi, mencari aspek-aspek peneliti yang 
belum diteliti oleh peneliti sebelumnya, mengembangkan temuan-temuan 
penelitian sebelumnya, dan menjelaskan perbedaan yang akan dilakukan dengan 
yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.5 
Beberapa Penelitian sebelumnya, adalah: 
Skripsi yang ditulis oleh Bisyri Hakim pada tahun 2015 dengan judul 
“PENGELOLAAN  TANAH KAS DESA DI KABUPATEN KENDAL (Studi 
Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Bojo Kabupaten Kendal)”. Penelitian ini 
menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan tanah kas desa di Desa Pasigitan 
Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.Adapun hasil yang dicapai oleh peneliti, terdapat beberapa 
 
5Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Bakti Negara Tegal, 2016, 
hlm. 24 
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faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah kas desa di Desa Pasigitan, yaitu 
faktor internal yang berasal dari keadaan tanah kas desa itu sendiri dan faktor 
eksternal yang berasal dari luar keadaan tanah kas desa. Faktor internal dalam 
pengelolaan tanah kas desa di Desa Pasigitan adalah harga sewa tanah kas desa 
yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena pengaruh cuaca, musim 
panen, hama pertanian, harga makanan pokok dan harga umum sewa tanah yang 
ada di Desa Pasigitan. Sedangkan faktor eksternal dalam pengelolaan tanah kas 
desa di Desa Pasigitan adalah pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa dan masa 
sewa tanah kas desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa serta penerapan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan 
Pelaksanaannya yang belum maksimal. 
Skripsi yang ditulis oleh Tedy Kuswara pada tahun 2018 dengan judul 
“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA 
ANTARA PB. RANCAH KARYA DAN PEMERINTAH DESA 
CATURTUNGGAL”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan asas 
kepribadian dalam hubungan hukum pemakai kios terhadap berakhirnya 
perjanjian sewa Tanah Kas Desa dan setelah penyerahan Tanah Kas Desa 
tersebut Pemerintah Desa Caturtunggal dapat melanjutkan perjanjian sewa 
dengan pemakai kios atau diharuskan membuat perjanjian yang baru. 
Dari pemaparan penelitian diatas, peneliti ingin menjelaskan bahwa 
penelitian yang menjadi fokus berbeda dengan penelitian oleh Bisyri Hakim dan 
Tedy Kuswara. Yang akan dijelaskan disini oleh peneliti yaitu mengenai 
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prosedur perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Jatibarang Kidul dan 
penyelesaian apabila dalam perjanjian terjadi wanprestasi. Dengan tujuan 
mendeskripsikan  pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa 
Jatibarang Kidul dan penyelesaian apabila salah satu pihak melakukan 
wanprestasi, serta upaya mengatasinya.  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan 
menggunakan data sekunder yang sumber datanya dapat diperoleh melalui 
penelusuran dokumen-dokumen. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara normatif, 
yaitu memandang hukum dalam waujudnya sebagai kaidah yang menentukan 
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.6 Pendekatan normatif dilakukan 
dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum 
yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi 
peraturan perundangan-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain 
yang kaitannya dengan permasalahan yang di teliti. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder,yaitu sebagai berikut : 
 
6 Ahmad Ali, Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: 
Kencana Preenadamedia Group, 2012, hlm. 1. 
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a. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh dari studi lapangan,yaitu hasil 
wawancara dengan Perangkat Desa Jatibarang Kidul serta masyarakat 
yang berkaitan dengan sewa tanah kas desa di Jatibarang Kidul. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data tambahan yang di peroleh melalui studi 
kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan 
mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan 
dengan permasalahan dalam penelitian. 
Data sekunder yang digunakan ini terdiri dari tiga bahan hukum sebagai 
berikut: 
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 
Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari: 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor 
Indonesia). 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
2. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas bahan-bahan yang memberikan 
penjelasan bahan hukum primer, berupa doktrin-doktrin yang ada di 
dalam buku hukum, internet, jurnal hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan. 
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3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Data 
Sekunder atau Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan 
melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 
dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian, sedangkan data primer atau studi lapangan 
yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terhadap Perangkat 
Desa di Desa Jatibarang Kidul 
5. Metode Analisis Data 
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penulisan 
deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan 
kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.Deskriptif tersebut, meliputi 
isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh 
penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan 
rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 
kajian.7 
G. Sistematika Penulisan 
 
7Zaenuddin ali, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 107. 
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Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dan untuk 
memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian 
ini, maka penulis menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Dalam bab ini akan membahas mengenai Pengertian Perjanjian, Unsur-unsur 
Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Azas-azas Perjanjian, Masa Berlakunya 
Perjanjian dan Jenis-Jenis Perjanjian, Pengertian Sewa-Menyewa, Syarat-syarat 
Sewa Menyewa, Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa, Pengertian Tanah dan 
Hak Atas Tanah,  Tanah Kas Desa, dan Tanah Bengkok. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi hasil penelitian di Desa Jatibarang Kidul mengenai 
pembahasan prosedur sewa tanah kas desa Jatibarang Kidul dan Tanggung jawab 
hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan sewa 
tanah kas desa Jatibarang Kidul. 
BAB IV PENUTUP 
Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dari jawaban atas rumusan 
masalah serta memberikan saran. 
DAFTAR PUSTAKA  
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN 
1. Pengertian Perjanjian 
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain 
undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak 
karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian 
sudah merupakan  suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan 
melaksanakan peristiwa tertentu.8 
Perjanjian dirumuskan menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah Suatu 
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang 
lain atau lebih. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian 
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber 
perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan 
persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat 
dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama 
artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau 
persetujuan yang tertulis.9 
 
8I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet. 3, hlm 42. 
9Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, Cet. 21, hlm 1. 
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Perjanjian yang sah menimbulkan perikatan atau hak dan kewajiban bagi 
para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian ada kalanya terjadi 
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wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan 
dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan 
yang timbul karena Undang-Undang.10 
Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-
perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:11 
a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. 
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 
c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 
Berdasarkan itu pula ahli hukum memberikan definisi mengenai 
perjanjian. Menurut Abdulkhadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu 
persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 
melaksanakan untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.12 
2. Unsur-Unsur Perjanjian 
Dalam unsur perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau 
unsur esensial dalam suatu perjanjian.Penekanan tentang unsur yang esensial 
tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur dalam melakukan 
kontrak. 
a. Unsur Esensialia 
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian karena 
tanpa ada kesepakatan tentang unsur esensiali maka tidak ada perjanjian. 
 
10 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 
2002, hlm. 94. 
11 Subekti, op,cit., hlm. 36. 
12 Abdulkhadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 2010, 
hlm. 78. 
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b. Unsur Naturalia 
Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang 
sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, Undang-
Undang mengaturnya. 
c. Unsur Aksidentalia 
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak 
yang memperjanjikannya.13 
Dari beberapa unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur-unsur perjanjian 
antara lain: 
1. Ada pihak-pihak (subyek), sedikitnya dua pihak. 
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. 
3. Ada tujuan yang akan dicapai yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-
pihak. 
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 
5. Ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan. 
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.14 
3. Syarat Sah Perjanjian 
Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 
KUHPerdata.Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya 
perjanjian.Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, 
 
13 Nurachmad, Memahami dan Membuat Surat Perjanjian, Bandung: Visimedia, 2010, 
hlm. 20. 
14 Abdulkhadir Muhammad, op.cit.,hlm. 79-80. 
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perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, yang tidak dapat ditarik atau 
dibatalkan secara sepihak saja.Jika ingin menarik kembali atau membatalkan 
maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.Namun apabila ada alasan-
alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali 
atau dibatalkan secara sepihak saja.15 
Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena kedua 
syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.Sedangkan kedua syarat yang 
terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek perjanjian.Apabila salah 
satu syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika 
salah satu dari syarat objektifnya yang tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi 
batal demi hukum. 
a. Kesepakatan kedua belah pihak. 
b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum. 
c. Adanya suatu hal tertentu. 
d. Adanya suatu sebab yang halal.16 
4. Azas-Azas Perjanjian 
Berikut ini adalah Asas-asas Perjanjian  yang tercantum dalam hukum 
perjanjian ataupun kontrak yaitu:17 
a. Asas Kebebasan Berkontrak 
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah 
diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Tetapi kebebasan tersebut 
 
15 Subekti, op.cit.,hlm. 30. 
16 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPedata Buku III, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 
104. 
17Subekti, op.cit.,hlm. 45. 
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dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum tidak bertentangan dengan kesusilaan. 
Asas kebebasan berkontrak dapat ditemui dalam pasal 1338 KUHPerdata 
yang mengemukaan sebagai berikut: 
1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sesuai Undang-Undang 
bagi mereka yang membuatnya. 
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak 
atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk 
itu. 
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
b. Asas Konsensualisme 
Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum 
Civil Law maupun Common Law. Dalam KUHPerdata asas ini disebutkan pada 
Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling 
berpartisipasi mengikatkan diri. 
Menurut Grotius yang menjadi dasar konsensus dalam Hukum Kodrat 
menyatakan sebagai pacta sunt servanda (janji itu mengikat), dikatakan lebih 
lanjut promissorsoruth implendorum obligation (kita harus memenuhi janji 
kita).Falsafah inilah dapat digambarkan dalam pantun melayu “kerbau dipegang 
talinya, manusia dipegang janjinya”. 
c. Asas Kepribadian 
Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi 
Pasal 1315 KUH Perdata:“pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri 
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atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk 
dirinya sendiri”. 
Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi:“persetujuan 
hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat 
merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada 
pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.” 
Bunyi Pasal 1317 KUHPerdata:“Dapat pula diadakan perjanjian untuk 
kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau 
suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapapun 
yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak 
ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.” 
Menurut Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
membedakan 3 (tiga) golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu: 
1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. 
2. Para ahli mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya. 
3. Pihak ketiga. 
d. Asas Keseimbangan 
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan 
perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut 
prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban 
melaksanakan janji itu dengan iktikad baik. Dengan demikian, terlihat hak 
kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban dengan kewajiban 
memperhatikan iktikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang. 
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e. Asas Kepastian Hukum 
Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung 
kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai 
Undang-undang bagi para pihak. 
f. Asas Moral 
Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti 
zaakwaarnemingn yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Begitu juga asas 
ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada 
pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan 
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan keputusan (moral). 
g. Asas Kepatutan 
Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang 
antara lain menyebutkan bahwa:“Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang 
dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang 
menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau 
undang-undang.” 
5. Masa Berlakunya Perjanjian 
a. Terjadinya Perjanjian18 
 
18 Alya Nurromah, “Analisis Sewa Menyewa Tanah Desa Dengan Sistim Bergilir 
Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 
2, November, 2017,  hlm. 76. 
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Menurut Azas Konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik 
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai 
hal-hal  yang pokok dari  apa  yang  menjadi  objek  perjanjian. Sepakat adalah  
suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang 
dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, 
meskipun tidak searah tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan 
bertemu satu sama lain. 
Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus 
dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. 
Haruslah dipegang teguh  tentang  adanya suatu persesuaian kehendak antara 
para pihak yang berjanji. Apabila kedua kehendak tersebut tidak saling bertemu 
atau saling berselisih, tak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian.Karena 
suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab 
yang berpend apat bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu 
penawaran (offerte).Artinya dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat 
disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui tentang adanya 
penawaran tersebut.Dan pihak penerima penawaran melakukan penerimaan 
terhadap penawaran tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian. 
b. Berakhirnya Perjanjian 
Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, hapusnya perikatan yaitu: 
1. Karena pembayaran. 
2.Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau  
penitipan. 
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3. Karena pembaharuan utang. 
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi. 
5. Karena percampuran utang. 
6. Karena pembebasan utang. 
7. Karena musnahnya barang yang terutang. 
8. Karena kebatalan atau pembatalan. 
9. Karena berlakunya suatu syarat batal. 
10. Karena lewatnya waktu. 
Dalam hal ini, penulis mencoba menjelaskan mengenai 3(tiga) penyebab 
pertama, yaitu pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan 
penyimpanan atau  penitipan, dan pembaharuan utang. Berikut penjelasan dari 
ketiga penyebab hapus atau berakhirnya suatu perjanjian: 
1. Pembayaran 
Dalam berakhirnya suatu perjanjian yang disebabkan oleh pembayaran 
diatur dalam Pasal 1382 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa, prestasi dalam 
suatu perikatan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga sekalipun ia tidak memiliki 
kepentingan sejauh tujuan pemenuhan prestasi tersebut atas nama debitor dan 
untuk melunasi utang debitor, atau ia dapat bertindak atas namanya sendiri 
asalkan tidak menggantikan hak-hak kreditur. Dengan perumusan yang 
demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud pembayaran adalah pemenuhan 
perikatan berupa prestasi, kewajiban atau uang debitor kepada kreditur.19 
 
19 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Hapusnya Perikatan, 
Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 13-14. 
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Pembayaran yang dimaksudkan ialah setiap pemenuhan perjanjian secara 
sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar 
sejumlah uang harga pembelian, tetapi pihak penjual juga dikatakan membayar 
jika ia telah menyerahkan barang yang dijualnya. Artinya bahwa, yang berutang 
tidak hanya debitur tetapi juga seorang kawan berutang dan si penanggung utang 
(borg).20Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, berakhirnya suatu perjanjian 
tidak hanya dipenuhi melalui pembayaran sejumlah uang.Tetapi, pembayaran 
juga dapat dilakukan dengan hal-hal lain yang setidaknya mampu dinilai dengan 
sejumlah uang. 
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau  penitipan 
Penyebab kedua mengenai penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan 
penyimpanan atau  penitipan dan pembaharuan utang. Penyebab ini diatur dalam 
Pasal 1404 KUHPerdata yang pada dasarnya mengatur tentang melindungi 
kepentingan debitor yang beritikad baik untuk memenuhi utang atau prestasinya 
demi pemenuhan kewajibannya.21 
Pasal 1404 KUHPerdata yang berbunyi:“Jika kreditur menolak 
pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas 
apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur 
dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran demikian, 
yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya 
sebagai pembayaran, asal  penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, 
 
20 Subekti, op.cit.,hlm. 64.  
21Ibid.,hlm. 68. 
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sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan 
kreditur”. 
 
3. Pembaharuan Utang 
Istilah lain dari pembaharuan utang yaitu, Novasi dimana novasi sendiri 
sebagai salah satu penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian. Pembaharuan 
utang atau novasi diatur dalam ketentuan Pasal 1413 KUHPerdata menyebutkan, 
bahwa suatu pembaharuan utang dapat dilakukan berdasarkan persetujuan para 
pihak untuk menghapuskan perjanjian lama dengan cara membuat perjanjian 
baru. Dengan hakikat jiwa perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu. 
Dengan kata lain pembaharuan utang dapat diartikan pernyataan kehendak pada 
pihak kreditur dan debitur, dimana isi perjanjiannya ialah menghapuskan 
perjanjian yang lama, dan pada saat yang sama diganti dengan perjanjian yang 
baru berupa keberlanjutan dari perjanjian yang lama. 
6. Jenis-jenis Perjanjian 
Jenis-jenis perjanjian dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata memiliki 
beberapa jenis:22 
a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak 
Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak memiliki perbedaan jenis 
berdasarkan kewajiban prestasinya.Perjanjian timbal balik adalah perjanjian 
yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. 
 
22 Ronald dan Roger, Ajaran Hukum Perdata, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 139. 
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Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu 
berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. 
b. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator 
Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban.Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dimana untuk 
memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar. 
c. Perjanjian konsensual dan perjanjian real 
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam taraf 
menimbulkan hak dan kewajiban sehingga bagi pihak-pihak.Tujuan perjanjian 
baru tercapai apabila ada sebuah tindakan realisasi hak dan kewajiban. 
Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadi sekaligus realisasi tujuan 
perjanjian, yaitu pemindahan hak. 
d. Perjanjian publik 
Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 
dikuasai oleh hukum publik,  karena salah satu pihak yang bertindak adalah 
pemerintah, dan pihak lawannya. 
e. Perjanjian campuran 
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur 
perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar dan didalamnya ada 
jual beli makanan. 
B. TINJAUAN TENTANG SEWA MENYEWA 
1. Pengertian Sewa Menyewa 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa menyewa berarti memakai 
dan meminjam, yaitu pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan 
menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.23 
Pengertian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata Buku 
ke III sebagai berikut: “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya 
kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu, dan dengan pembayaran 
sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi 
pembayarannya”. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk 
dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, 
membayar harga sewa. 
Sewa menyewa secara sederhana diartikan dengan akad pemindahan hak 
guna atas barang atau jasa melalui pembayaran uang atau upah sewa tanpa 
diikuti peralihan kepemilikan atas barang itu sendiri.24 
Jadi barang itu diserahkan untuk tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk 
dipakai, dinikmati kegunaannya.Dengan demekian penyerahan tadi hanya 
bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau 
seorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu 
apa, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai 
barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi 
sewa-menyewa. 
 
23 Yudianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung: M2S, 2010, hlm, 833. 
24 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema 
Insani, 2001, hlm. 117. 
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Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya 
suatu janji, wajib untuk:25 
 
 
a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 
b. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk 
keperluan yang dimaksud. 
c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang 
disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa. 
Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan 
kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahi barang 
untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu 
adalah suatu perjanjian pinjam pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan 
membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi tetapi sewa-menyewa. 
2. Syarat-Syarat Sewa Menyewa 
Syarat-syarat sewa menyewa adalah: 
a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang menyewakan dan 
penyewa. Persetujuan kehendak itu artinya bebas, tidak ada paksaan dan 
tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan suka rela para 
pihak. 
b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini 
diartikan bahwa pihak-pihak yang terkait harap cakap dalam hukum, dalam 
 
25 Subekti, op.,cit. hlm. 91. 
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Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap dalam hukum ialah belum 
dewasa, orang yang ditaruh dibawah perempuan dan wanita bersuami. 
c. Ada suatu hal tertentu (objek). Dalam hal ini objeknya harus jelas dan hak 
milik. 
d. Ada suatu sebab yang halal.myang dimaksudkan dalam hal ini adalah isi 
perjanjian tersebut, apakah dilarang dalam Undang-undang atau tidak dan 
apakah bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak.26 
3. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa 
Jika penyewa tanah tidak melengkapi tanah itu dengan ternak atau 
peralatan pertanian yang diperlukan untuk pengembalian atau penanaman. Jika 
ia tidak memenuhi janji-janji yang dibuat dalam persetujuan sewa dan arena itu 
timbul suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan, maka pihak penyewa 
berhak menuntut pembatalan sewa menurut keadaan, serta penggantian biaya, 
kerugian dan bunga. 
a. Kewajiban-kewajiban pihak yang menyewakan 
Berdasarkan Pasal 1550 KUHPerdata, Pihak yang menyewakan 
mempunyai kewajiban: 
1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 
2. Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk 
keperluan yang dimaksud. 
3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan 
itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa. 
 
26 Abdulkhadir Muhammad, op.cit.,hlm. 232. 
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b. Kewajiban-kewajiban pihak penyewa 
Adapun mengenai kewajiban pihak penyewa dalam perjanjian sewa 
menyewa adalah: 
1. Memakai benda sewaan dengan baik. 
2. Menggunakan barang sewaan dengan tujuan yang sesuai dengan perjanjian, 
menggunakannya sesuai dengan baik, seolah-olah barang tersebut milik 
penyewa, sehingga digunakan, dijaga, dirawat dengan semestinya. 
3. Membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
4. Berdasarkan pada pasal 1560 KUHPerdata pihak penyewa harus membayar uang 
sewa, secara periodik atau langsung tunai. 
5. Mengembalikan benda sewaan setelah berakhirnya sewa menyewa. 
6. Kewajiban ini muncul setelah berakhirnya sewa menyewa dari kedua belah 
pihak. Jika pihak penyewa menerima benda dalam keadaan baik, 
pengembaliannya pun dalam bentuk baik.Setidak-tidaknya sesuai dengan isi 
kesepakatan. Jika kedua belah pihak telah membuat rincian mengenai benda 
sewaan, pihak penyewa wajib mengembalikan benda sewaan menurut rincian 
ketika benda sewaan itu diterimanya dengan pengecualian apa yang telah 
musnah atau berkurang nilainya karena ketuaan atau karena peristiwa yang tidak 
disengaja yang tidak dapat dihindarkan. 
7. Tidak mengulang sewaan pada pihak ketiga. 
8. Penyewa tidak boleh mengalih sewakan atau mengulang sewakan benda sewaan 
kepada orang lain dengan ancaman pembatalan sewa menyewa pembayaran 
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ganti kerugian, sedangakan pihak yang menyewakan setelah pembatalan sewa, 
tidak wajib mentaati perjanjian ulang sewa. 
Sewa tanah kas desa untuk pertanian yang ditanami dengan bermacam-
macam tanaman secara berganti-ganti dianggap telah dibuat untuk kesekian tahun 
menurut macam tanaman. 
C. TINJAUAN TENTANG TANAH 
1. Pengertian Tanah dan Hak Atas Tanah 
Pengertian tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sengatlah luas, 
maka dari itu penggunaan kata tanah diperlukan pembatasan. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Tanah adalah:27 
a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. 
b. Keadaan bumi di suatu tempat. 
c. Permukaan bumi yang diberi batas. 
d. Daratan. 
e. Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah 
suatu negara atau menjadi daerah negara. 
f. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan dari sesuatu. 
Tanah dalam arti yuridis adalah sebagai suatu pengertian yang telah 
diberikan batasan resmi oleh UUPA yaitu permukaan bumi, yang meliputi 
permukaan bumi yang berada dibawah air, termasuk air laut.28 
 
27 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Press, 2011, 
hlm. 616. 
28 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan, 
2008, Cet. Ke-12, hlm. 18. 
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Dasar hukum yang dijadikan acuan tentang Tanah atau Agraria adalah 
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.Dalam undang-undang 
tersebut tidak disebutkan secara terperinci tentang pengertian 
tanah.Namunhanya memberikan ruang lingkup agrarian sebagaimana yang 
tercantum dalam pasal-pasal dan penjelasannya.29 
Dalam hukum agraria kita, istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis, 
sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, yaitu Pasal 
4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara 
sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 
badan-badan hukum.” Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara 
atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia 
maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan 
hukum privat maupun badan hukum publik. 
Macam tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dibagi 
menjadi dua, yaitu Tanah hak dan Tanah Negara. Tanah hak adalah tanah-tanah 
yang sudah ada hak di atasnya, contohnya seperti hak-hak yang diatur dalam 
Pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu hak milik, hak guna guna usaha, hak guna 
bangunan, Hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, 
sedangkan Tanah Negara yang merupakan tanah-tanah yang dikuasai langsung 
 
29 Ramli Zein, Hak Pengelolaan dalam sistem UUPA, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm.39. 
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negara, dalam artian tanah-tanah belum dihaki dengan hak-hak perorangan oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya Tanah Bengkok Desa.30 
Secara umum, tanah dapat dibedakan menjadi 2 (dua): 
a. Tanah hak adalah tanah-tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh 
perorangan dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan 
atau dimanfaatkan. Tanah negara dapat dimintakan suatu hak melalui suatu 
prosedur guna kepentingan tertentu sehingga statusnya dapat berubah 
menjadi tanah hak.31 
b. Tanah Negara adalah tanah penguasaannya dilakukan langsung oleh negara. 
Tanah itu juga disebut tanah negara bebas. Yaitu tanah yang diluar hak dari 
piha k lain selain negara. Adapun tanah negara yang tidak bebas ialah tanah 
negara yang di atasnya ada suatu hak oleh pihak lain, misalnya adanya tanah 
negara yang di atasnya ada hak pengelolaan ataupun hak pakai oleh instansi 
pemerintah.32 
Menurut soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Wewenang Umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah memepunyai 
wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air 
dan ruang yang ada diatasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang 
 
30 Boedi Harsono, op.cit., hlm. 271. 
31http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14124/tanya-tentang-hak-kepemilikan-
tanah-negara, Senin 8 Juni 2010 pukul 09.15 WIB 
32 Maris S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 
Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3. 
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langsung berhubungan denganpenggunaan tanah itu dalam batas-batas 
menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 
4 ayat (2) UUPA).  
b. Wewenang khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas 
tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk 
kepentingan pertanian dan /atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah 
Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan 
memiliki banguna diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah 
Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan 
perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan. 
Tanah merupakan salah satu sarana penghidupan dan kehidupan yang 
sangat vital bagi manusia, baik dalam berbagai fungsinya terutama masyarakat 
desa yang masih sangat berpedoman pada hukum adat dan kebiasaan. 
Secara garis besar hukum agraria setelah berlaku UUPA dibagi menjadi 
2 (dua) yaitu: Perdata dan Administratif.33Perdata adalah keseluruhan dari 
ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum 
yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan yang 
berhubugan dengan tanah (objeknya). Contoh: jual beli, waris, dan jaminan 
hutang. Sedang Administratif adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang 
 
33 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Prenadamedia Group, 
2012,hlm.18  
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memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum Negara 
dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agrarian.Contoh pendaftaran 
tanah, pengelolaan, pencabutan, dan lain-lain. 
Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) UUPA yang menggambarkan bahwa 
hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah 
yang diberikan kepada orang lain atau badan hukum.34Pada dasarnya, tujuan dari 
menggunakan tanah adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan, yaitu untuk 
diusahakan dan untuk tempat membangun sesuatu. Dari segi asal tanahnya, hak 
atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:35 
1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer 
Hak atas tanah ini berasal dari tanah negara. Hak-hak atas tanah yang 
bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai 
secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama 
dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.36Pada 
Pasal 16 ayat (1) dalam UUPA, hak atas tanah yang bersifat primer. 
a. Hak Milik 
Hak milik merupakan hak atas tanah yang bersifat primer yang 
paling utama karena hak milik disebut sebagai hak terkuat dan terpenuh. 
Diatur pada Pasal 20 Ayat (1) dan (2) dalam UUPA yang menyatakan bahwa 
“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak 
 
34 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang 
Pertanahan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 23 
35 Urip Santoso, op.,cit., hlm. 91 
36 Supriadi, Hukum Agrari, Jakarta: Sinar Grafika,  2012, hlm. 64 
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milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Karena begitu utama 
dan pentingnya hak milik, sehingga pemerintah memberikan perhatian yang 
serius terhadap persoalan hak milik atas tanah tersebut. 
Hapusnya Hak Milik terdapat dalam Pasal 27 UUPA yang 
mengakibatkan hak atas tanah tersebut beralih kepada negara, yaitu: 
1. Karena pencabutan hak sesuai Pasal 18 UUPA 
2. Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya 
3. Karena ditelantarkan 
4. Karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas 
tanah 
5. Karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada 
pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. 
b. Hak Guna Usaha 
Berdasarkan definisi pengertian yang diberikan dari Pasal 28 UUPA, 
maka dapat diketahui bahwa Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh 
negara kepada perusahaan pertanian, perikanan atau perusahaan peternakan 
untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.37 
Tanah dengan Hak Guna Usaha berasal dari tanah negara. Jika tanah 
dengan Hak Guna Usaha berasal berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut 
harus dilakukan pelepasan atau pembebasan hak oleh pemegang hak dengan 
diberikannya dengan ganti kerugian oleh pemegang Hak Guna Usaha 
 
37 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah (Seri Hukum Kekayaan), 
Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 149. 
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selanjutnya dan kemudian mengajukan permohonan pemberian Hak Guna 
Usaha baru kepada Badan Pertanahan Nasional. 
 
 
c. Hak Guna Bangunan 
Hak Guna Bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang 
diatur pada Pasal 35 dalam UUPA.38Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) 
UUPA yang disebutkan bahwa “Hak guna bangunan adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun”. 
Pasal 37 UUPA menegaskan sebagai berikut bahwa Hak Guna Bangunan 
terjadi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 
lain: 
1. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan 
pemerintah. 
2. Mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik antara 
pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh 
hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. 
d. Hak Pakai 
Hak atas tanah yang diatur selanjutnya dalam UUPA adalah Hak 
Pakai. Hak Pakai diatur dalam Pasal 41 dalam UUPA, yang pada ayat (1) 
menyebutkan sebagai berikut: 
 
38Ibid.,hlm. 189. 
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“Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa 
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” 
Pada Pasal 41 Ayat (2) UUPA disebutkan bahwa hak pakai dapat 
diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu serta dengan cuma-cuma, 
dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun yang ditentukan 
larangan pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 
mengandung unsur-unsur pemerasan. 
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder 
Selain hak atas tanah yang bersifat primer, terdapat hak-hak atas tanah 
yang bersifat sekunder, yaitu hak-hak atas tanah yang diberikanoleh pemilik 
tanah dan bersumber secara tidak langsung pada hak bangsa Indonesia atas 
tanah. Hak atas tanah yang bersifat sekunder disebut pula hak baru yang 
diberikan di atas tanah hak milik dan selalu diperjanjikan antara pemilik tanah 
dan pemegang hak baru dan akan berlangsung selama jangka waktu tertentu.39 
Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) dalam UUPA menyebutkan bahwa hak 
atas tanah yang bersifat sekunder yang berarti hak-hak atas tanah yang bersifat 
 
39 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan., op.,cit, hlm. 29-30. 
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sementara. Dikatakan demikian karena hak tersebut dinikmati dalam waktu 
terbatas dan dimiliki oleh pihak lain dengan kata lain hak ini adalah hak turunan 
dari hak atas tanah yang bersifat primer. 
 
2. Tanah Kas Desa 
Tanah kas desa adalah tanah hak milik yang dipunyai desa atau 
sekelompok masyarakat, penggunaannya dapat bersama-sama atau 
bergiliran.Adapun hasilnya untuk kepentingan bersama, misalnya untuk biaya 
pembangunan balaidesa, masjid, pasar desa, dan sebagainya.40 
Tanah Kas Desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang 
unik, tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi atau adat istiadat yang 
berkembang dan hidup dikalangan masyarakat, perkembangan tersebut menjadi 
ciri khas bagi tanah kas desa disuatu daerah setempat.Pada awalnya keberadaan 
tanah kas desa, terdapat beberapa macam peruntukan tanah kas desa menurut 
tujuan penggunaan hasilnya.Peruntukan tanah kas desa dapat dibagi menjadi 4 
(empat) macam yakni: 
a. Tanah untuk kas desa yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan 
salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelanyanan masyarakat 
seperti untuk kantor, jalan, tanah pertanianyang dilelangkan untuk biaya 
operasional desa. Tanah tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti 
titisara, bondo deso, atau kas desa. 
 
40 Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 3. 
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b. Tanah jabatan adalah tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai gaji 
atas pengabdiannya selama menjadi aparat desa. Tanah ini dikenal dengan 
sebutan tanah bengkok, tanah kejoran, sawah kelungguhan, lungguh, carik 
kelungguhan, carik lungguh atau sawah bengkok. 
c. Tanah kuburan yaitu tanah yang digunakan untuk makam para warga desa.41 
Tanah kas desa ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa adalah lahan 
garapan milik desa.Tanah kas desa tidak dapat dijual belikan tanpa 
persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang 
diberi hak untuk mengelolanya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 15 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Tanah Kekayaan Desa yang mengatur sebagai berikut: 
1. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan 
pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk 
kepentingan umum. 
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan 
desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain 
yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat. 
 
41Sarjika, “Pengelolaan Tanah Kas Desa”, dalam http://Keuangan Desa. Com, diakses 
pada hari Senin 8 Juni 2020 pukul 12:35 WIB 
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4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan 
setelah  mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari 
Bupati/Walikota dan Gubernur.  
Tanah bengkok adalah tanah yang dimiliki oleh adat-istiadat sendiri guna 
diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan.Tanah 
bengkok sendiri merupakan sebuah aset desa yang tidak boleh diperjualbelikan 
untuk kepentingan pamong desa. Dengan kata lain pamong desa dan 
perangkatnya tidak izinkan untuk menjual untuk keuntungan pribadi namun 
hanya dapat sebagai hak guna pakai.    
Beberapa macam tanah milik adat yang berkaitan dengan tanah bengkok, 
yaitu: 
a. Tanah milik desa adat, misalnya desa sebagai persekutuan hukum membeli tanah 
dan pasar, balai desa, yanghasilnya dimasukkan ke dalam kekayaan desa, yang 
pajaknya dipikul oleh desa adat itu. 
b. Tanah bengkok yaitu tanah yang dibeli oleh adat itu sendiri guna diberikan 
kepada perangkat desa pengurus desa yang bersangkutan. Tanah bengkok dalam 
sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa, tanah bengkok 
tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh 
disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya. 
Tanah kas desa termasuk tanah bengkok, merupakan salah satu kekayaan 
desa yang perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan 
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penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 
desa.Agar pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa tersebut dapat berjalan 
tertib, berdayaguna dan berhasil guna. 
Menurut penggunaannya tanah bengkok dibedakan menjadi 3 (tiga) 
bagian, yaitu: 
1. Tanah lungguh, yaitu tanah yang menjadi hak perangkat/ pamong desa sebagai 
kompensasi gaji yang tidak mereka terima. 
2. Tanah kas desa, yaitu tanah yang dikelola oleh perangkat/ pamong desa aktif 
untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa pada 
umumnya. 
3. Tanah pengarem-arem, yaitu tanah yang menjadi hak perangkat/ pamong desa 
yang telah purnabakti atau memasuki masa pensiun untuk digarap sebagai 
jaminan hari tua dan setelah meninggal dunia maka tanah tersebut 
dikembalikan pengelolaanya kepada pemerintah desa. 
Ketiga pembagian mengenai tanah bengkok tersebut tidak semua 
pemerintahan desa mempunyai harta kekayaan yang sama sehingga penerapannya 
tergantung pada kesuburan dan kemakmuran desa masing- masing. Demikian juga 
mengenai tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dapat berupa tanah sawah 
maupun tanah tegalan tergantung pada kesuburan dan kemakmuran suatu desa 
tersebut, sehingga masing- masing desa juga berbeda karena tergantung pada 
kekayaan dan kemakmuran desa masing-masing. 
Bentuk dari tanah bengkok tersebut bermacam-macam, dapat berupa: 
tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan maupun berupa kolam ikan atau 
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tambak. Penyerahan tanah bengkok kepada kepala desa dan perangkatnya tidak 
menjabat lagi, sehingga tanah bengkok akan diserahkan kepada kepala desa dan 
perangkat desa yang menggantikannya.42 
 
 
42 Miya Savitri, “Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap 
Pengelolaan Tanah Bengkok Desa”, Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 2, Desember 
2016, hlm. 55. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan 
Jatibarang Kabupaten Brebes 
Desa Jatibarang Kidul merupakan salah satu desa yang berada di 
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.Desa 
Jatibarang Kidul terletak 12 KM sebelah selatan Kota Brebes dan berada 
dikoordinat 6o58’4”S 109o3’51”E / 6.96778oS 109.06417oE dekat dengan 
perbatasan Kabupaten Tegal.Desa Jatibarang Kidul mempunyai luas wilayah 
sebesar 205.103 Ha, dengan luas lahan sawah sebesar 97.825 Ha dan luas lahan 
bukan sawah sebesar 107.278 Ha. Secara administrasi desa jatibarang kidul 
terdiri dari 12 rukun warga (RW) dan 47 rukun tetangga (RT), dengan jumlah 
penduduknya yang mencapai 10.879 Jiwa dimana masyarakat desa memiliki 
mata pencaharian sebagian besar menjadi pedagang. 
1. Keadaan Penduduk Desa Jatibarang Kidul 
Tabel 1: Indikator Kependudukan Desa Jatibarang Kidul Tahun 2019 
No Uraian Tahun 2019 
1. Jumlah Penduduk (Jiwa) 10.879 
2. Laki-laki 5.420 
3. Perempuan 5.459 
4. Kelahiran 146 
5. Kematian 72 
Sumber: Pendataan Monografi Desa 2019 
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Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk di Desa Jatibarang Kidul pada 
tahun 2019 sebesar 10.879 jiwa, jumlah perempuan lebih tingggi dari laki-laki 
dan mengalami tingkat kelahiran lebih tinggi yaitu 146 jiwa dari angka kematian 
72  jiwa. 
Tabel 2: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa 
Jatibarang Kidul Tahun 2019 
Kelompok 
Umur 
Laki-laki Perempuan Laki + Perempuan 
0 – 4 414 425 839 
5 – 9 494 475 969 
10 – 14 529 473 1002 
15 – 19 561 564 1125 
20 – 24 489 470 959 
25 – 29 408 418 826 
30 – 34 485 489 974 
35 – 39 477 491 968 
40 – 44 350 397 747 
45 – 49 276 215 491 
50 – 54 244 275 519 
55 – 59 235 258 493 
60 – 64 203 217 420 
65 – 69 122 136 258 
70+ 133 156 289 
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Jumlah 5420 5459 10879 
Sumber: Pendataan Monografi Desa 2019 
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk menurut kelompok umur 
dan jenis kelamin paling banyak terdapat pada rentang umur 15 - 19 tahun yaitu 
sebesar 1125 jiwa, sedangkan jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin 
paling sedikit terdapat pada rentang usia 65 - 69 tahun. 
2. Tingkat Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam mengatur 
kemajuan suatu daerah.Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk dalam 
suatu wilayah dapat menunjukan tingkat kemajuan wilayah tersebut.Pada tahun 
2019 sebagian besar penduduk di Desa Jatibarang Kidul berpendidikan tamat 
SD/MI yaitu mencapai 2632 Jiwa.Penduduk yang berpendidikan tamat 
SLTP/MTS yaitu mencapai 1857 Jiwa dan penduduk yang bertamatan 
SLTA/MA yaitu mencapai 2540 Jiwa. 
Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Jatibarang Kidul 
Tahun 2019 
No Uraian Jumlah 
1. Tidak/belum pernah sekolah 2290 Jiwa 
2. Tidak/belum tamat SD/MI 1013 Jiwa 
3. Tamat SD/MI 2632 Jiwa 
4. Tamat SLTP/MTS 1857 Jiwa 
5. Tamat SLTA/MA 2540 Jiwa 
6. Tamat D-I/D-II 46 Jiwa 
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7. Tamat D-III/Sarjana Muda 129 Jiwa 
8. Tamat S-1/D-IV 468 Jiwa 
9. Tamat S2/S3 21 Jiwa 
Sumber: Pendataan Monografi Desa 2019 
Keberhasilan pendidikan suatu wilayah sangat bergantung pada sarana 
yang tersedia. Di Desa Jatibarang Kidul pada tahun 2019 jumlah gedung SD/MI 
mencapai 7, gedung sekolah SMP 1, gedung SMK 1. Sementara Taman 
Pendidikan Al-Qur’an (TPA) ada 1, gedung TK ada 5 dan kursus-kursus ada 2 
buah. 
3. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 
Desa Jatibarang Kidul untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, 
maupun anggota lain yang menjadi tanggungan hidupnya. Ada beberapa struktur 
mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatibarang Kidul baik 
usaha sendiri maupun usaha yang dipekerjakan orang lain. Mata pencaharian 
umumnya dilakukan oleh masyarakat usia 10 tahun keatas. Adapun jumlah 
penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja menurut mata pencaharian di Desa 
Jatibarang Kidul dapat dilihat dibawah ini: 
Tabel 4: Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Mata 
Pencaharian di Desa Jatibarang Kidul Tahun 2019 
No Mata Pencaharian Jumlah Jiwa 
1. Petani Tanaman Pangan 74 
2. Petani Ternak 18 
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3. Petani Tambak - 
4. Buruh Tani 44 
5. Nelayan - 
6. Pengusaha 25 
7. Buruh Industri 1560 
8. Buruh Bangunan 398 
9. Pedagang 1784 
10. Pekerja Angkutan 62 
11. Pegawai Negeri Sipil 167 
12. Tentara / Polisi 32 
13. Pensiunan / Purnawirawan 108 
14. Pekerja Jasa 63 
15. Pegawai Swasta (non buruh) 145 
Sumber: Pendataan Monografi Desa 2019 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa mata pencaharian 
masyarakat Desa Jatibarang Kidul sebagian besar bekerja sebagai pedagang karena 
memang letak desa yang dekat dengan Pasar Jatibarang, Jatibarang kidul memang 
dikenal sebagai desa yang mempunyai pusat keramaian lebih tinggi diantara desa-
desa lain di Kecamatan Jatibarang. 
Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa, tanah kas 
desa berada diwilayah desa atau diatur wilayah desa yang diperoleh dari pemberian 
pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi dan 
atau pemerintah pusat. Tanah kas desa dapat pula diperoleh dengan cara pembelian 
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tanah oleh pemerintah desa. Sejatinya tanah kas desa diperuntukan guna 
peningkatan kesejahteraan pemerintah desa, percepatan pembangunan desa, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berorientasi kepada desa yang 
maju dan mandiri. 
Tanah Kas Desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang 
unik, Tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang 
dan hidup dikalangan masyarakat.Perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi 
tanah kas desa di suatu daerah.Pada awal keberadaan tanah kas desa terdapat 
beberapa macam peruntukan tanah kas desa menurut tujuan penggunaan hasilnya. 
Peruntukan tanah kas desa dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 
a. Tanah untuk kas desa yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan 
salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  masyarakat 
seperti untuk kantor, jalan, dan tanah pertanian yang dilelangkan untuk biaya 
operasional desa. Tanah tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti titisara 
(Jawa Barat), bondo deso, atau kas desa. 
b. Tanah Jabatan adalah tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai gaji atas 
pengabdiannya selama menjadi aparat desa. Tanah ini dikenal dengan sebutan 
nama tanah bengkok (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Tanah kejoran (Banten), 
Tanah kelungguhan, lungguh (D.I Yogyakarta), carik kelungguhan, carik 
lungguh atau sawah bengkok. 
c. Tanah-tanah pensiunan yaitu kas desa yang diusahakan oleh bekas aparat desa 
selama masih hidup, setelah meninggal dunia maka tanah-tanah tersebut kembali 
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kepada desa. Di beberapa daerah dikenal dengan nama bumi pengarem-arem 
(Yogyakarta), bumi pituas (Surakarta), sawah kehormatan, sawah pensiun atau 
tanah kelungguhan. 
d. Tanah Kuburan yaitu tanah yang digunakan untuk makam para warga desa. 
Undang-Undang Desa mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah 
kas desa oleh perangkat desa. Desa Jatibarang Kidul telah menerapkan 
pengaturan yang digariskan dan dinyatakan dalam Undang-Undang Desa, 
termasuk dalam Pasal 66 ayat (1) UU Desa yang menyatakan bahwa perangkat 
desa dan kepala desa setiap bulannya mendapat gaji tetap yang sumbernya dari 
APB begitu pula dengan tunjangan perangkat desa dan kepala desa, hal tersebut 
berkaitan dengan keuangan desa. Semua urusan desa hanya terbatas kepada 
urusan rumah tangga desa, misalnya pembaian tanah desa, dinas desa, 
pemeliharaan masjid, jalan desa dan pekerjaan umum lainnya. 
Pemerintah Desa Jatibarang Kidul   memiliki tanah kas desa seluas 
345.775 M2.Keberadaan tanah kas desa dapat digolongkan dalam penghasilan 
tambahan untuk perangkat desa selama menjabat. Di dalam pembagiannya setiap 
perangkat desa mendapat tanah kas desa yang berupa tanah bengkok dengan luas 
yang berbeda-beda sesuai dengan jabatannya, misalnya: Kepala Desa akan 
mendapatkan Tanah Bengkok lebih luas dibandingkan dengan seorang 
Sekretaris Desa, Sekretaris Desa akan mendapatkan Tanah Bengkok lebih luas 
daripada Kadus, dan seterusnya, akan tetapi sekarang tanah kas desa dikelola 
pemerintah desa langsung dengan cara disewakan ke masyarakat desa. Hal ini 
seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Jatibarang Kidul yang 
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mengatakan: “Setiap perangkat desa mendapatkan tanah bengkok yang luasnya 
berbeda-beda sesuai dengan jabatannya masing-masing saat pertama kali 
masuk untuk sebagai gaji tambahan selama dia yang menjabat di pemerintahan 
desa, tapi tanah kas desa sekarang ada yang dikelola langsung oleh pemerintah 
desa dengan cara disewakan ke masyarakat desa.”43 
Dalam Permendagri RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset 
Desa Pasal 5 Ayat (1) juga disebutkan bahwa: 
“Sekretaris Desa selaku pembantu pengelolaan aset desa berwenang dan 
bertanggung jawab: meneliti rencana kebutuhan aset desa, meneliti rencana 
kebutuhan pemeliharaan aset desa, mengatur penggunaan, pemanfaatan, 
penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala 
Desa, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa, 
melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.” 
Sistem perjanjian sewa tanah kas desa yang dilakukan antara kedua belah 
pihak di Desa Jatibarang Kidul dilakukan secara tidak tertulis, hanya 
berdasarkan kesepakatan harga antara perangkat desa dengan penyewa tanah, 
perangkat desa pada umumnya menyewakan tanahnya dengan jangka waktu 1 
tahun sampai 2 tahun sesuai perjanjian yang disepakati, seperti yang dijelaskan 
Bapak Handi selaku Bendahara Desa Jatibarang Kidul, beliau mengatakan: 
“Penyewaan tanah kas desa yang berupa bengkok disini dilakukan secara lisan, 
dengan cara pertama penyewa melihat-melihat terlebih dahulu tanah yang akan 
 
43Hasil Wawancara dengan Bapak Zamroni, Sekretaris Desa Jatibarang Kidul, di Kantor 
Balaidesa Jatibarang Kidul, tanggal 18 Juni 2020 jam 11.05 WIB. 
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disewakan, jika sudah merasa cocok lokasi dan jenis tanahnya yang akan 
dipakai untuk pertanian, kemudian penyewa sama perangkat desa membuat 
suatu perjanjian secara lisan, ini sudah sejak dulu dilakukan oleh Perangkat 
Desa Jatibarang Kidul, dan sistem pembayarannya ada yang secara langsung 
lunas, ada yang secara cicilan dengan tahap 2x dalam setahun sesuai perjanjian 
yang disepakati. Hasil dari sewa menyewa tanah kas desa sebagian untuk dana 
operasional desa dan pembangunan desa.”44 
Pasal 44 Ayat (2) UUPA yang berbunyi: “Pembayaran uang sewa dapat 
dilakukan: satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, dan sebelum atau 
sesudah tanahnya dipergunakan.” Dalam pasal ini menjelaskan bahwa 
pembayaran dalam sewa menyewa tanah dapat dilakukan satu kali atau pada 
tiap-tiap waktu tertentu dan sebelum ataupun sesudah tanahnya dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
Hak mengelola dan memanfaatkan tanah kas desa tersebut telah disetujui 
dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat  
BPD. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan beberapa asas sesuai yang 
telah diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU Desa, yang berbunyi: “Pengelolaan 
kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, 
fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, 
dan kepastian nilai ekonomi.” 
 
44 Hasil Wawancara dengan Bapak Handi, Bendahara Desa Jatibarang Kidul, di Kantor 
Balaidesa Jatibarang Kidul, tanggal 18 Juni 2020, jam 11.45 WIB. 
51 
 
 
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendasarkan diri pada 
wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam 
kehidupan masyarakat atau asas kepentingan umum dapat diartikan sebagai asas 
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif, dan selektif.45Penyewaan tanah kas desa memiliki tujuan tidak 
hanya memfasilitasi para perangkat desa tetapi juga dapat pula memberikan 
kemanfaatan bagi desa serta masyarakat desa. 
Asas fungsional adalah suatu asas yang menghendaki tiap urutan 
kepentingan umum diserahkan kepada para pihak untuk 
diselenggarakan.46Sehingga dapat dilihat dari fungsi pengelolaan tanah kas desa 
tersebut bagi masyarakat.Tanah kas desa diserahkan kepada perangkat desa 
untuk dikelola dan dimanfaatkan sehingga hasil dari pengelolaan dapat 
bermanfaat dan berfungsi untuk mempertahankan hidup masyarakat. 
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan 
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.47Penyewaan tanah kas desa 
oleh perangkat desa telah telah sesuai dengan asas tersebut, dengan bukti bahwa 
perangkat desa Jatibarang Kidul melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah 
kas desa sesuai dengan Undang-undang. 
 
45 Pemerintah.net, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Negara, dalam 
http://pemerintah.net/asas-penyelenggaraan-pemerintahan-negara/%ei=LnM70sx2&lc=id=1&m 
diakses Kamis 18 Juni 2020 jam 20.25 WIB. 
46Ibid. 
47Ibid. 
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Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif  tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia.48Penyewaan tanah 
kas desa oleh perangkat desa di Desa Jatibarang Kidul seharusnya dilakukan 
pengumuman yang bertujuan untuk masyarakat sekitar supaya mengetahui 
semua dan ikut serta mengelola dan memanfaatkannya. 
Asas efektifitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat 
guna dan berdaya guna.49Penyewaan tanah kas desa oleh perangkat desa 
Jatibarang Kidul memberikan dorongan dan masukan terhadap pembangunan 
desa dan berpotensi besar untuk kemajuan desa serta meningkatkan tarif hidup 
masyarakat desa. 
Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.50Pertanggung jawaban kepada 
masyarakat adalah dengan masyarakat dapat menikmati hasil dari sewa 
menyewa tanah kas desa yang dilakukan oleh perangkat desa.Meskipun tanah 
kas desa yang dikelola adalah untuk tunjangan dan opersional desa, tetapi pada 
akhir hasil dari penyewaan tanah kas desa tersebut dapat dipertanggung 
jawabkan didalam masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. 
 
48Ibid. 
49Ibid. 
50Ibid. 
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Kegiataan sewa menyewa tanah kas desa oleh perangkat desa di Desa 
Jatibarang Kidul telah berdasarkan asas kepastian nilai ekonomi.Asas kepastian 
nilai ekonomi adalah asas terhadap pengelolaan barang milik negara/daerah 
harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang.51Hasil dari tanah 
kas desa yang dikelola yaitu padi dan bawang kemudian dijual dengan sesuai 
harga pasaran. 
B. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi 
dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa 
Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes 
Perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dalam bentuk tidak tertulis jika 
melihat dari bentuk perjanjiannya merupakan perjanjian yang rentan untuk 
diingkari.Pengingkaran terhadap perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya 
wanprestasi.Wanprestasi dapat dimaknai sebagai kelalaian, kealpaan, cidra janji, 
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.52 
Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Jika dalam 
prestasi, isi dari perjanjian dijalankan oleh para pihak, maka dalam wanprestasi 
tidak menjalankan isi perjanjian yang bersangkutan . Istilah wanprestasi dalam 
hukum inggris disebut dengan istilah “default” atau ”non fulfillment” ataupun 
“breach of contract”.53 Wanprestasi yang terjadi tersebut tentu akan 
menimbulkan adanya sengketa antara para pihak yang tertera dalam perjanjian. 
 
51Ibid. 
52 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2008, hlm. 
110. 
53 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 
207. 
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Sengketa sudah ada sejak dahulu kala, sekarang bahkan pada masa yang 
akan datang. Jadi sengketa bukanlah suatu yang istimewa, melainkan suatu hal 
yang biasa dan pasti terjadi. Karena itu yang terpenting bukanlah sengketanya 
melainkan cara menyelesaikannya agar sengketa tidak memberatkan pihak yang 
sengketa, tidak menimbulkan masalah hukum baru, atau tidak semakin meluas, 
yang pada akhirnya semakin menyusahkan para pihak. 
Penyelesaian sengketa akibat terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian 
sewa menyewa tanah kas desa dalam bentuk tidak tertulis dapat diselesaikan 
secara non litigasi maupun secara litigasi.Berdasarkan pada penyelesaian 
sengketa tersebut, penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan 
penyelesaian yang lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara 
litigasi.Penyelesaian sengketa secara non litigasisebagai upaya yang 
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi karena penyelesaian ini 
difokuskan untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan berkualitas tinggi bagi 
para pihak yang bersengketa sehingga tidak meninggalkan dendam dari para 
pihak. 
Dalam hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa 
Jatibarang Kidul yang mengatakan “Ketika terjadi pengingkaran janji dalam 
sewa tanah kas desa seperti pembayaran sewa yang tidak tepat sesuai dengan 
perjanjian awal, kami biasa menyelesaikannya dengan cara musyawarah 
kekeluargaan antar ke dua belah pihak, agar tidak menimbulkan kebencian 
masyarakat desa dengan perangkat desa, karena mengingat masyarakat yang 
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tidak semua paham akan hukum, tetapi pembayaran akhirnya di lunasi meskipun 
setelah musyawarahan terjadi dengan dikasih jangka waktu tertentu.”54 
Keuntungan dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi: 
1. Sifat kesukarelaan dalam proses 
2. Prosedur yang cepat 
3. Keputusan nonjudisial 
4. Kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi 
5. Prosedur rahasia 
6. Fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang syarat-syarat penyelesaian 
masalah 
7. Hemat waktu dan hemat biaya 
8. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja 
9. Tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan 
10. Kesepakatan-kesepakatan yang lebih baik daripada sekadar kompromi atau 
hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah/menang 
11. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu. 
Dalam Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan mengenai “Penggantian 
biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai 
diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk 
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
 
54Hasil Wawancara dengan Bapak Zamroni, Sekretaris Desa Jatibarang Kidul, di Kantor 
Balaidesa Jatibarang Kidul, tanggal 18 Juni 2020 jam 11.05 WIB. 
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dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 
melampaui waktu yang telah ditentukan.” 
Pasal 1365 KUHPerdata juga menjelaskan bahwa “Tiap perbuatan yang 
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 
menggantikan kerugian tersebut.” 
Pada dasarnya penyelesaian sengketa secara non litigasilebih unggul 
dibandingkan penyelesaian litigasi.Persengketaan yang terjadi antara kedua 
belah pihak diselesaikan secara non litigasi sebelum menempuh upaya hukum 
secara litigasi, namun sebaiknya persengketaan tersebut dapat diselesaikan 
secara non litigasi agar menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi 
para pihak. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian kepustakaan 
maupun penelitian di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa di Desa Jatibarang Kidul 
dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap sebelum perjanjian, tahap pembuatan, dan 
tahap setelah perjanjian. Perjanjian sewa tanah yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak secara tidak tertulis telah  memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian yang 
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan mereka yang 
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok 
personal an tertentu, suatu sebab yang tidak dilarang. Adapun hambatan-
hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara tidak 
tertulis maka tidak jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak.Sewa 
menyewa tanah memberi keuntungan yang seimbang bagi penyewa dan 
perangkat desa dan tidak ditemukan indikasi sewa menyewa tanah yang 
mengabaikan fungsi social hak atas tanah. 
2. Tangggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam 
hal tidak bisa dihindarkan, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketanya 
secara non litigasi atau musyawarah sesuai kebiasaan adat desa, mengingat 
solusi yang didapatkan berupa kesepakatan bersama.
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B. Saran 
Pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa sebaiknya dibuat 
dalam bentuk secara tertulis demi memberikan jaminan agar para pihak konsisten 
dalam melaksanakan isi perjanjian, namun dalam hal kedua belah pihak sepakat 
untuk membuat perjanjian dalam bentuk tidak tertulis, para pihak harus berpegang 
teguh pada prinsip-prinsip hukum perjanjian dalam membuat maupun 
melaksanakan suatu perjanjian. Sehingga apabila terjadinya wanprestasi yang tidak 
dapat dihindarkan oleh salah satu pihak , maka sebaiknya kedua belah pihak dapat 
menyelesaikan permasalahannya dengan cara musyawarah atau non litigasi secara 
adil agar tidak menimbulkan rasa dendam. 
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